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Jakarta, 5 Agustus 2016

Kepada
Yang Terhormat,
Bapak Kerna Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
of - Jakarta C

J.

Hal: Perb^ Permohonan Pengujian Materiil Pasa1 3.0 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentsng Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan techadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun ,945 (Dalam perkara No. Reg. Pdm:3371

JIG'SUEuh. 2105 . 2016)

Dengan hormat,

Kamiyang benanda tangan albawah ini:

I. . SAI{ATTAMBUNAN, SH
2. ILHAM SUKMANA, SH.

3. ANWAR SADATTANjUNG, SH, ,MH.
4. PEREDDISIHOMBING, SH. , MH,

---.----.--------..-^.---

Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum SIAP Dan Rekan,

berkedudukan di Jalan Danau Tawoti No. 26 Bendungan Hitir, Jakarta Pusat,

berdasarkan Suret Kuasa Khusus tertangga1 3 Agustus 2016 (Surat Kuasa

!<husus tersebut telah Kami daftarkan ke Mahkamah Konstitusi), baik sendiri-

sendiri inaupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
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: DRH~KilAIRULDA!..LAYNama

: 3174040708630014N!K

: Laki-IakiJenis kelainin

Tempattanggallahir : MedalI, 07 A. gus!us 1963
: 53Urnur

: IslamAgaina
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: Jl. Gunuk 11N0 34, RT/R. W:0021003
Kelurahan Pqjaten Timur, KGcarnatan Pusar Minggu
Jakarta SGIatan.

Seianjutnya disebut Pemohon.

Bersama ini Pemohon mengajukan Perbaikan Pennohonan U'i Materit atas

Pasa1 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentsng Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

: PegawaiNegeri Sipil(PNS)

96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)terhadap
Pasa1 280 Ayat(,) dan Pusa1 28G Ayat(,) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun ,945, dengan alasan-alasan hukum sebagai
berikut :

A. PENDAHULUAN

t

Negara Kesatuar! Repub!ik Indonesia meIa!ui Konstitusinya yaitu Undang~
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberik6n
perlindungan atas Hak-hak Warga Negara Indonesia.

Dalam halinitermasuk Hak atas pengakuan, jaminan, perilndungan, dan

kepastian hukum yang adj! serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
dan juga Hak etas perlindungan din pribadi, ke!uarga, kehormatan, martsbat,

dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, $6rta berhak atas rasa aman

dan perlindungan dari ancainan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu yang merupakan hak asasi(\/ide Pasa1 280 Ayat(I) dan Pasa1 28G
Ayat(,) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
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B. KEWENANGANMAHKAMAH KONSTITUSl

I, Salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi beadasarkan

Pasa1 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang kernudian ditegaskan ulang dalam Pasal, O Ayat(I) huruf
a Undang-Undang Nomor 24 Tahun t2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4316, selanjutnya disebut Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi) dan Pasa1 12 Ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4358) adalah untuk menguji Undang-

Undang techadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

2. Ketentuan Pasai 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun f945 Juneto Pasa1 10 Ayat (1) Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan, Mahkamah Konstitusi

berin, enang mengadili pada tingkat pertaina dan -terakhir yang

putusannya bersifatfinal untok :

a. menguji Undang-Undang terhadap Undang"Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 ;

b. meinutus sengketa kewenangan Iembaga negara yang kewenangannya

diberikan o1eh Undang-Undang Dasar Negara Repub!ik Indonesia Tahun

1945 ;

c. mematus pembubaran partaipolitik ; dan

d, me inutus perselisihan tentang hasil pemilihan urnum.
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3. Undang-Undang yang hendak dimohoni<an pengujian adalah Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) Incasu Pasa1 310. 01eh

karenanya Mahkamah Konstitusi berthienang memeriksa, mengadili dan

meinutus perkara a quo,

C. KEDUDUKANHUKUM(LEGALSTANDING) PEMOHON

,, Ketentuan Pasa1 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

menyatakan, Feinohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya dirugikan o1eh berlakunya undang-

undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diatur daiam undang~undang;

c. badan hukum publii< atau private, atau

d, !embaga negara,

Dengan demikian Pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentsng Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nom0! 96, Tambahan Leinbaran Negara

Repub!ik Indonesia Nomor 5025) techadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 harus inertelaskan dan meinbuktikan
tenebih dahulu:

a. Kedudukannya sebagai Reinohon sebagaimana dimaksud Pasa! 51 Ayat
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(1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;

b, Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang

diberikan o1eh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan o1eh

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

2. Penjelasan Pasa1 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
menyatakan, "yang dimaksud dengan hak konstitusionaladalah hak-hak
yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. "

3. Pemohon adalah percrangan Warga Negara Indonesia yakni DRH KHAIRUL
DAULAY bertindak atas nama dirtnya sendiri yang dalam halini menganggap

Ha;< Konstitusionalnya -sebagai perorangan Warga Negara Indonesia telah

dilanggar.

4. Bahwa Pemohon (DRH KHAIRUL DAULAY) pada tangga1 4 April 2016

mengaiami musibah Kecelakaan Lalu Lintas chialan Raya Lenteng Agung
tepatnya di deparirumah No. 27 wilayah Jagakarsa Jakarta Selatan yang
berada of wilayah hukum Pengadi!an Negeri Jakarta Selatan , Jakarta,
dimana daiam musibah Kecelakaan Lalu Lintas tersebut mengakibatkan

kotoan yang bemama Suhardi, Yunus, Sambudi meninggal dunia. Halini,
menimbulKan Iuka batin dar, pendentaan mental bagi Pemohon.

5. Bahwa pada tangga1 31 Mei 2016, Kejaksaan Negeri Jakarta Seiatan justru
mendakwa Pemohon meIaiui Suret Dakwaannya Nomor REG : PDM - 337 I

JKTSU EUh. 2 I 05 I 2016, yang pada intinya Reinohon didakwa dengan

Pasa1 3.0 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

6. Bahwa kata atau susunan kaiimat daiam:

t
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(4) Setiap oreng yang meng^mudikan Keridaraaan Bermotor yang karena
!!^!^^ mengakibatkan Kecelakaan La, u Lintas dengan kerusakan
Kendaraan dan/atau bareng sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 229

ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan
dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);

(2) Setiap oreng yang mengemudikan Kendaraaan Bermotor yang karena
!:^!^^ mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban
Iuka ringan dan kenisakan Kendaraan darnatau barang sebagaimana
dimaksud daiam Pasa1 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara

paling lama I (satu) tahun darnatau denda paling banyak Rp.
2.000.000.00 (dua juta rupiah);

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraaan Bermotor yang karena

1:1^!^!!.!,^ mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kotoan

Iuka berat sebagaimana dimaksud daiam Pasai 229 ayat (4)* dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (Iima)tahun dan/atau denda paling

banyak Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah);

(4) Daiam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
mengakibatkan g^g_!^!!I meninggal dunia, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp. 12,000,000,00

(dua belas juta rupiah)

Bahwa daiam rLimusan Pasa! 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

I'entang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tallun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 5025) mengandung potensi ketidaKadilan ternadap
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Pemohon dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

7, Bahwa

seba aiberikut

otensi ketidakadilan

a. Mengenai

memberikan definisi. (penjelasan) mengenai dalam kondisi apa dan

bagaimana seseorang dapat dinyatakan meIakukan kelalaian. Frosa

"Kelalaiann a"juga merupakan suatu unsur Tindak Pidana yang tenebih

frasa

dahu!u telah diatur da!am Pasa1 359 KUHP (Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana). Didalam KUHP tersebut juga tidak terdapat definisi

(penjelasan) mengenai arti Ke!alaian. Sehingga didalam Rerundang-

undangan Hukum Pidana of Indonesia belum terdapat definisi resini

mengenaiapa yang dimaksud dengan Kelalaian.

Undang-Undang aquo sebagai aturan yang Iebih khusus (Iex specialis)
dan Pasa1 359 KUHP seharusnya memberikan definisi(pengertian)

arti dan "Kernlaian", dan Unsur-unsur dan frase

"Kelalaiann a",

an dimaksudkan Pemohon adalah

Undang-Undang

mengenai

'Kelalaiann a"

b. Dida!am Undang-undang aquo sama sekalitidak memberikan perile!asan

mengenai

aquo

'Kelalaiann a" secara Iebih khusus, Haiini dapat mengakibatkan

penafsiran hukum yang terlalu Iuas atas frasa 1:2^:: dapat
dilal<ukan o1eh Maieiis Hakim, Jaksa. Penuntut Llmum dan Para Saksi

A, hli secara Subjektif tanpa adanya perljelasan yang resini, pasti dan

tidak

arti frasa "Kelaiaiann. a"

Iebih khusus dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun

2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

beri;<ut unsur- unsur dan fra$e
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Nomor 5025). Hal demikian dapat merugikan Pemohon, karena tidak ada
kepastian hukum mengenai definisiftasa ::^^::, Pada intinya,
Pemohon tidak ingin suatu kejadian yang tenadi akibat faktor"faktor diluar
dan kuasa dinnya dapat inu. dah didefinisikan sebagai"!^^!!^. Z^"-

Bahwa Pemohon adalah juga Kotoan daiam suatu peristiwa kecelakaan

Lalu"Untas yang tetiadi akibat faktor-faktor diluar dan kuasa dirtnya
(antara lain karena faktor kondisijalan yang berbahaya, prasarana jalan

tidak aman dan keridaraan lain yang meIaluinya) sehinggayang

ak atut din atakan meIakukan "Kela!aian".

Menurut hemat Pemohon dan Para Kuasa Hukumnya, frasa

"Kelalaiann a". sepatutnya didefinisikan secara pasti dalam keadaan

yang seperti apa dan bagaimana dapat didefinisikan sebagai perbuatan
yang "Lalai" misalnya : keadaan seseorang yang menkonsumsizat-zat
adjktif, minuman beralkohot, Narkotika (baik berupa tanaman inaupun

bukan tanaman) yang mengakibatkan mang atau belkurangnya

kesadaran;

Bahwa Pemohon sebelum tenadinya musibah Kecelakaan La!u-lintas

pada tangga1 04 April 2016 tersebut sama sekalitidak menkonsumsi zat-
zat adjktif, minuman beralkohoi, Narkotika yang mengakibatkan hilang

atau berkurangnya kesadaran.

b. Mengenaifrasa :IQc^:' pada Pasa1 310 Ayat(4) Undang-Llndang
aquo, juga tidak terdapat penjelasan resini mengenai siapa saia yang
dimaksud sebagai"Grang Lain".

Bahwa mengenaifrasa "Oren Lain dalam Pasa1 310 Undang-undang
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aquo Pemohon juga sangat dirugikan hak Konstitusionalnya. Karena
dalam penstiwa tersebuttenadi djluar dart Kehendak diri Pemohon 01eh
karena iru Pemohon meminta agar adanya definisi yang Iebih khusus

mengenaifrasa :g^^, SL^:' agartidak menimbulkan kerugian hukum
bagi para Kotoan kecelakaan.

Bahwa yang menga!ami kondisi Meninggal Dunia dalam musibah
Kecelakaan Lalu-lintas pada tangga1 04 April 2016 tersebut adalah kotoan

yang bemama Suhardi, Yunus, Sambudi,

Sehingga sangatlah tidak tepat, apabila Kejaksaan Negeri Jakarta
Seiatan meIaiui Surat Dakwaannya Nomor REG : PDM : 337 I JICTSL I

EUh. 21 05 I 2016 tertangga1 31 Mei 2016 mendakwa Pemohon dengan

menggunakan Pasa1 310 ayat (4) Undang~Undang aquo, yang
did alamnya terdapatfrasa "Oreng Lain",
o1eh Pasa1 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang memberikan hak atas perlindungan diri

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hana benda yang dibawah
kekuasaannya, sena berhak atas rasa aman dan perlindungan dart
ancainan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

merupakan hak asasi.

L

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi seia;< Putusan Nomor 0061PUU-t11/2005

Tangga1 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor illPUU-V/2007 Tangga1 21
September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/etau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasa1 51 Ayat (1) Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi harus memenuhilima syarat, yaitu :
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a. Adanya dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
o1eh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ,945;

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut o1eh Pemohon

changgap dirugikan o1eh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan

pengujian;

c. Kenigian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potsnsial yang menurut penalaran yang

wajar dapat dipastikan akan tedadi;

d, Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. Adanya kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, inaka

kerugian konstitusiona! seperti yang didalilkan tidaK akan atau tidak lagi

redadi-

9. Penje!asan Pasa1 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

menyatakan, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak

yang diatur daiam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

to. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dalam hatini

mewa;<iti dirinya sendiri yang menganggap hak konstitusiona!nya telah

dirugikan o1eh tidak jelasnya penafsiran Pasa1 310 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya

sepanjang

C

TVdakwa dan sedang menialani proses pemeriksaan of sidang Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan.

frasa "Ke!alaiann a

11. Bahwa frasa "!^^!^If:^" daiam rumusan Pasal a quo tidal( ada

penafsiran yang Iebi!\ khusus dan pasa1 359 KUHP yang sudah mengatur

karena Pemohon Saar InI berstatus

10
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permal"^^!!!!. y^", dimana pasa1 310 Undang-undang aquo ancainan
hukumannya Iebih beret tanpa ada penafsiran yang Iebih khusus dart
Undang-undang aquo.

12. Bahwa akibat ketidakjelasan- ruinusan tersebut, Pemohon telah dirugikan c
karena Pemohon saat mitelah ditetapkan sebagai Terdakwa dan sedang

menialani proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
sementara iru Pasa1 3tO tidak menafsirkan secara jelas mengenai am

"Kelalainn a".

13. Bahwa dengan demikian, ruinusan Pasa1 310 a quo bertentangan dengan :

a. Pasa1 280 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repub!ik Indonesia
Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap oreng berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adjl serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum". Khususnya mengenai
norma "Kepa-stian Hukum", dimana frasa

memberikan kepastian hukum bagi Reinohon.

b. Pasa! 28G Ayat(I) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
"Setiap oreng beinak atasTahun 1945 yang bebunyi

perlindungan diri pribad;, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

am an dan perlindungan dari an caman ketakutan untok berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

,4. Berdasarkan uralan mengenai ketentuan Pasa1 51 Ayet (3) Undang~Undang

Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan

"Kela!aiann a" tidak

11
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konstitusional sebagaimana diuraikan diatas, inaka Pemohon meiniliki

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan daiam perkara a quo.

D. POKOK-POKOKPERMOHONAN

I. Bahwa Pasa1 3.0 Undang-Undang aquo tidak memberikan penjelasan

secara

sehingga tidak memberIkan kepastian hukum, terdapat potensi

ketidakadilan terhadap din Pemohon yang bertentangan dengan hak

konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

aquo sehingga merugikan Pemohon incasu melanggar Pasa1 280 Ayat(t)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
berhak ams pengakuan, jaminan,berbunyi, "Setiap oreng

perlindungan, dan ^^. p^!^. yang adjl serta perlakuan yang

sama di hadapan hukum" I^!!!9:9 Pasa1 28G Ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang betounyi

khusus mengenai fr'asa ::^^:' dan "Oren

oreng berhak atas perlindungan din prtbadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, sena berhak

atas rasa aman dan perlindungan dari ancainan ketakutan untuk

berbuat atau tidak berbuatsesuatu yang merupakan hak asasi";

Bahwa Pasa1310 Undang~Undang aquo sepanjang frasa 11^^:'

yang sudah diatur dalam Pasa1 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2.

yang pada intinya mengatur tentang Kelaiaian yang(KUHP)

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, Bahwa dalani Pasa! 310

Undang-undang aquo juga mengatur ruinusan perbuatan dan akibat yang

sama tetapi ancaman hukumannya Iebih beret yaitu 6 (enam) tahun

penjara, sehingga dapat of katakan Pasa1 310 Undang-undang aquo

merupakan aturan yang Iebih khusus (Lex Specialis) dan Pasa1 359 KUHP

lain"

. ,

"Setiap

,

12
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sebagai aruran yang Iebih urnum (Lex Generalis).

Dengan demikian, kalaulah ada aturan yang Iebih khusus (Lex Specialis)
in casu Pasa1 310 Undang-undang aquo, Menurut hemat pemohon

hanislah ada kondisi yang Iebih khusus lagi daiam hal yang bagaimana
frasa "!I'elalaiannya" tersebut didefinisikan dalam pasa1 310 Undang-
undang aqu0. 01eh karenanya Pemohon dalam Permohonannya memohon
agarfrasa ::!^:'didefinisikan Iebih khusus lagi, misa!nya :

"yang dimaksud dengan "Kelalaiannya" adalah daiam hal seseorang
keadaan seseorang yang menkonsumsi zat-zat adjK. ii, minuman

berelkohol, Nan(otika (baik berupa tanaman inaupun bukan tanaman) yang

mengakibatkan hilang atau berkurangnya kesadaran dan meIakukan
aktivitas-aktivitas yang tidak wajar dalam berkendara"

3. Bahwa sebagai akibattidak adanya penafsiran dalam Pasa1 3.0 Undang-

Undang aquo, sepanjangfrasa :^:'dan::^:' inaka

Pasaltersebut dapat menimbu!kan Kerugian ketidakpastian hukum dan

dapat melanggar Hak Konstitusional Pemohon.

I^. PETITUM

Berdasarkan daiil-dallitersebut di atas, inaka Pemohon memohon kepada

Mahkamah untuk :

I. MemberIkan penafsiran yang Iebih khusus atas Pasa1 310 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Limas sepanjang frasa "!!^!^^"

dan:^";

2. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Benta Negara Republik

Indonesia.
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: .

Atau apabila Maielis Hakim berpendapat lain inohon putusan seadil"adjlnya (ex
aequo at bono)

A-^
SA^IAT TAlvmUNAN, SH.

Hornat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

A1. I\\'ARTANJL, ^IC, SEI, , inI,

ILEAMsu^A, sii

\^.
PEERDDISlllOMBnQ'G, SH. ,inI
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